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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas 11
Tahun 2019 ini merupakan wujud Akuntabilitas Pencapaian Kinerja dari Pelaksanaan
Rencana Strategis Pengadilan Ngeri Muara Teweh Kelas Il Tahun 2015-2019 dan Rencana
Kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II 2019 ini pada hakekatnya
merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas
dan responsibilitas terhadap Kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2019. Hal ini
mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen
pemerintah negara dan implementasi berbagi kebijakan negara yang menitikberatkan pada
upaya peringatan kepercayaan publik dan perwujudan kepemerintahan yang baik (good
governance), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tenang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang
ditindaklanjuti dengan UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih
dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No.28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

Secara Keseluruhan, tingkat pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Muara teweh
Kelas II Tahun 2019 adalah Sebesar 90 %, beberapa indikator tidak mencapai target
seperti Prodeo, hal itu dikarenakan anggran tahun 2019 tidak tersedia dan eksekusi,
eksekusi tidak dilaksanakan tahun 2019 karena tidak ada permohonan eksekusi dari
pemohon eksekusi.

Rincian Capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut

dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas Il Tahun 2019



No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian
(%)

Terwujudnya
proses Peradilan
yang pasti,
transparan dan
akuntabel

a.

Persentase sisa perkara yang
diselesaikan Perdata

100 %

100 %

100 %

b.

Persentase sisa perkara yang
diselesaikan Pidana

100 %

100 %

100 %

Persentase perkara Perdata dan
Pidana yang diselesaikan tepat
waktu

87 %

100 %

115 %

. Persentase perkara Pidana yang

diselesaikan tepat waktu

87 %

100 %

115 %

Persentase perkara yang tidak
mengajukan  upaya  hukum
Banding

80 %

99,78 %

125%

Persentase perkara yang tidak
mengajukan  upaya  hukum
Kasasi

80 %

99,81 %

125%

Persentase perkara yang tidak
mengajukan  upaya  hukum
Peninjauan Kembali

80 %

100 %

125%

. Persentase perkara pidana anak

yang  diselesaikan dengan
Diversi

10 %

11,11 %

111 %

Index Kepuasan Pencari
Keadilan

85 %

100 %

104 %

Peningkatan
efektivitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara

Persentase Salinan Putusan
Perkara Perdata yang dikirim
kepada Para Pihak tepat waktu

80 %

80 %

100 %

Persentase Salinan Putusan
Perkara Pidana yang dikirim
kepada Para Pihak tepat waktu

80 %

100 %

125 %

Persentase perkara yang
diselesaikan melalui Mediasi

15%

9,5 %

63,3 %

Persentase berkas perkara yang
diajukan banding, kasasi dan PK
yang di Ajukan Secara lengkap dan
tepat waktu

100 %

100 %

100 %

Persentase putusan perkara
yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat diakses
secara online dalam waktu 1
hari setelah putus

90 %

100 %

100 %

Meningkatnya
akses peradilan
bagi masyarakat
miskin dan
terpinggirkan

Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan.

100 %

Persentase perkara yang
diselesaikan  diluar = gedung
pengadilan

10 %

100 %

100%

Persentase pencari  keadilan
golongan tertentu yang
mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

80 %

100 %

125 %




Meningkatnya
kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan

Persentase putusan perkara
perdata yang ditindaklanjuti
(dieksekusi)

10 %

0%

0%
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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, telah tersusun
Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II. Selain dalam rangka menindaklanjuti Instruksi
Presiden Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP), serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014, yang kemudian di
tindaklanjuti dengan  surat  Sekretaris = Mahkamah Agung RI  Nomor
1604 /SEK/0T.01.2/11/2019 kepada seluruh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat
Pertama di seluruh Indonesia tertanggal 15 November 2018, perihal : Penyampaian
Dokumen Sakip.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas
II, selain memenuhi agenda reformasi birokrasi juga merupakan suatu kewajiban
pertanggung jawaban akuntabilitas. Sasaran pokoknya adalah penyelenggaraan peradilan
yang profesional, transparan, akuntabel, bersih dan bebas KKN, serta integritas pengabdian
di bidang penegakan hukum dan keadilan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri.

Pada akhirnya dengan telah disusunnya LKjIP Pengadilan Negeri Muara Teweh tahun
2019 kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai Pengadilan Negeri Muara
Teweh Kelas Il yang telah membantu terlaksananya hingga tersusunnya LKjIP Pengadilan
Negeri Muara Teweh tahun 2019, semoga dengan tersusunnya LKjIP tahun 20189ini akan
memacu kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas Il menjadi lebih baik pada tahun-

tahun mendatang.




BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam

penjelasannya mengamanatkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum
(Rechtaat)dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat) sehingga
Pemerintah berdasarkan system konstitusi sebagai dasar hukum yang tidak
bersifat absolutisme dalam arti kekuasaan yang tidak terbatas.
Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II sebagai salah satu Badan Peradilan
Umum Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung RI sebagai lembaga
Yudikatif merupakan salah satu pilar tegaknya suatu Negara dalam
kedudukannya sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan di
Negara Republik Indonesia secara organisatoris, administratif, dan financial
yang sebelumnya berada berada dibawah Departemen Kehakiman,
berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI No.21 Tahun 2004 dialihkan
dibawah Kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti beban tugas dan tanggung
jawab Badan Peradilan semakin bertambabh.

Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19
dan Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah serta Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-
RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
“Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai
sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain
itu, perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke
dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai
instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja
secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk
mengarahkan dan mengelola kegiatan.

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Muara
Teweh Kelas II tidak terlepas dari birokrasi yang merupakan salah satu
wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas
pengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam

berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan
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operasioanal birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan
agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan
yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Pengadilan
Negeri Muara Teweh Kelas II.

Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II sebagai Pengadilan Tingkat
Pertama di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-undang No. 4
tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang No.35 tahun 1999 dan
Undang -Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan secara
organisasi, adminstrasi dan finansial berada dibawah pembinaan Mahkamah
Agung RI.

Sebagai Organisasi Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri

Muara Teweh Kelas Il mempunyai Visi:

“MEWUUJUDKAN PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II YANG
AGUNG”

Sebagai Organisasi yang melaksanakan tugas peradilan tingkat pertama

Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II harus mempertanggung jawabkan

kinerjanya kepada publik melalui LKJIP ini. Untuk itulah Pengadilan Negeri Muara

Teweh Kelas II dalam melaksanakan tugasnya baik tugas-tugas yang bersifat tehnis

maupun administrasi harus melaksanakan program-programnya secara peradilan

yang mandiri akan dapat terwujudkan.

Program-program yang ada di Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II

diprioritaskan yang terkait dengan akses publik sehingga dengan program-program

tersebut Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II akan tercapai.

1.

2
3.
4

Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II
Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan Kepada Pencari Keadailan
Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II
Meningkatakan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Muara Teweh

kelas II

B. KEDUDUKAN DAN WEWENANG

1. Kedudukan dan Wewenang
Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II merupakan lingkup peradilan
umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk menyelanggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II



bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang

masuk di tingkat pertama pada wilayah Kota Muara Teweh.

2. Fungsi

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II antara lain:

1.

Fungsi mengadili (Judicial Power)

Yakni menerima, memeriksa, mengadilai dan menyelesaikan perkara-
perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
Fungsi Pembinaan,

Yakni memberi pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat
struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis
yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi
umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.

Fungsi Pengawasan,

Yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan
tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti dan Jurusita
pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan
seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum
kesekretariatan.

Fungsi Nasehat,

Yakni memberi pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada
instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

Fungsi Administratif

Yakni menyelenggarakan administari peradilan (teknis dan persidangan)
dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum)

Fungsi lainnya

Pelayanan penyuluhan Hukum, pelayanan riset/ penelitian dan
sebagainya serta memberi akses yang seluas luasnya bagi masyarakat
dalam era keterbukaan dan transparasi informasi peradilan, sepanjang
diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor: 1-
144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di
Pengadilan sebagai Pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di
Pengadilan . Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka
Badan Peradilan Umum telah menambah tugas kewenangan baik dalam
pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun

bidang teknis yudisial.



BAB 11

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019
1. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya
tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II. Visi
Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas Il mengacu pada Mahkamah Agung RI
adalah Sebagai berikut:

“MEWUUJUDKAN PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II YANG
AGUNG”

Visi Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II tersebut di atas, dirumuskan
dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alenia kedua dan
alenia keempat sebagai tujuan Negera Republik Indonesia.

Penjelasan:

a. Badan Peradilan menunjukan lembaga. Kata Badan Peradilan
digunakan untuk membedakannnya dari lembaga penegak hukum
lainnya, sepertinya Kejaksaan Agung, Kepolisian, dsb:

b. Indonesia, tentukan saja menunjukkan lokasi keberadaan Pengadilan
Negeri Muara Teweh Kelas II.

c. Agung menunjukan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran,
kemuliaan, keluhuran:

Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Negeri Muara Teweh

Kelas II, sebagai lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh

hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran

sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Badan Peradilan di indonesia yang Agung secara ideal dapat diwujudkan

sebagai sebuah Badan Peradilan yang:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen,
efektif dan berkeadilan.

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri

yang dialikasikan secra proporsional dalam APBN.

3. Memiliki struktur Organisasi yang tepat dan manajemen organisasi
yang jelas dan terukur.

4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara

yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.



5. Mengelola saran prasarana dalam waktu, biaya mendukung
lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi
penyelenggara peradilan.

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten
dengan kriteria obyektif, sehingga tercapai personil peradilan yang
berintegritas dan professional.

7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap prilaku, administrasi,
dan jalannya peradilan.

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilas,
kredibilitas, dan transparansi.

10. Modern dengan berbasis IT terpadu.

Visi tersebut merujuk pada TAP MPR No. 7/ MPR/2001 Tenag Visi
Indonesia Masa Depan. Untuk memperjelas upaya pencapaian visi tersebut,
Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya menurunkannya
dalam 4 (empat) pilar misi yang diuraikan pada bagian berikutnya.

Misi adalah sesuatu agar tujuan organisasi dapat terlaksanakan dan terwujud
dengan baik.
Misi Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas Il adalah sebagai Berikut:
1. Menjaga kemandiraian Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari
kedailan.
3. Meningkatkan kualitas kepimpinan Pengadilan Negeri Muara Teweh
Kelas II
4. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi Pengadilan Negeri Muara

Teweh Kelas II..

Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas Il dan memiliki keyakinan bahwa ke-
4 (empat) pilar misi ini, akan membawa pada visi yang telah ditetapkan.
Menyadari sepenuhnya, bahwa setiap upaya/proses mencapai sesuatu, harus
disertai dengan bagaimana mengevaluasinya, maka 4 (empat) pilar misi ini,
kelak akan bisa dievaluasi dengan kerangka Area Of Court Excellence,
sebagaimana suadah dibahas didepan. Penggunaan kerangka ini sekaligus
menjaga dan memastikan integritas perencanaan proses implementasi dan
hasil yang ingin di capai dari setiap program/aktivitas yang dikembangkan

kemudian.



2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5
(lima) tahun. Dengan diformasikan tujuan strategis sampai 5(lima) tahun.
Dengan diformulasikan tujuan strategis Pengadilan Negeri Muara Teweh
Kelas II akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksabakan
oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu
sampai dengan lima tahun kedepan dan memungkinkan untuk mengukur
sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan
dirumuskan berdasarkan visi dan misi dari organisasi. Tujuan Pengadilan
Negeri Muara Teweh Kelas II:

1. Pencarian Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencarian keadilan dapat menjangkau badan peradilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari
tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak
dicapai Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas ILI.
Ada 4 (empat) sasaran strategis yang menjadi prioritas renstra 2015-2019.
Ke empat sasaran strategis yang dimaksud, adalah sebagai berikut.

1. Proses Peradilan yang menjadi prioritas renstra 2015-2019.

2. Peningkatan Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara.

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagian Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Untuk melihat keterkaitan antara sasaran strategis dengab misi dan aspek
dalam Pengadilan yang ideal yang akan digunakan sebagai parameter

pengukuran keberhasilan.

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK
Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahkan bagi Pengadilan Negeri
Muara Teweh Kelas II untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan
dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan

sebagai berikut:



1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan Program
untuk mencari sasaran Strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib
administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.
Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Muara Teweh
Kelas II dalam pelaksanakan Program Peningkatan Manajemen Peradilan
Umum adalah:
1. Tewujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan
Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatkanya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan
4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

2. Program Dukung Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung RI
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan
sumeber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan
yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini
adalah:
1. Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam
pelaksanaan tugas teknis peradilan

2. Tersedianya layanan perkantoran

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung RI
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana
dan prasarana. Kegiatan Pokok Program ini adalah Pengadaan sarana

dan prasarana dilingkungan Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II



B. Rencana Kinerja Tahun 2019

Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK
yang Diajukan Secara Lengkap dan

Tepat Waktu

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. | Terwujudnya Proses Peradilan | Persentase Sisa Perkara Perdata yang 100
yang Pasti, Transparan, dan Diselesaikan
Akuntabel
Persentase Sisa Perkara Pidana yang 100
Diselesaikan
Persentase Perkara Perdata yang 87
Diselesaikan Tepat Waktu
Persentase perkara pidana yang 87
diselesaikan tepat waktu
Persentase Perkara yang Tidak 80
Mengajukan Upaya Hukum Banding
Persentase Perkara Yang Tidak 80
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Persentase perkara yang Tidak 80
Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan
Kembali
Persentase Perkara Pidana Anak yang 10
Diselesaikan dengan Diversi
Index Kepuasan Pencari Keadilan 85
2. | Peningkatan Efektivitas Persentase Salinan Putusan Perkara 80
Pengelolaan Penyelesaian Perdata yang dikirim kepada Para Pihak
Perkara tepat waktu
Persentase Salinan Putusan Perkara 80
Pidana yang dikirim kepada Para Pihak
Tepat Waktu
Persentase Perkara yang Diselesaikan 15
Melalui Mediasi
Persentase Berkas Perkara yang 100




Persentase Putusan Perkara yang
Menarik Perhatian Masyarakat yang
Dapat Diakses Secara Online dalam

Waktu 1 Hari Setelah Putus

90

Meningkatnya Akses Peradilan
bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan

Persentase Perkara Prodeo yang

Diselesaikan

100

Persentase Perkara yang Diselesaikan di

Luar Gedung Pengadilan

10

Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)

80

Meningkatnya Kepatuhan

terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata

yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
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C. Perjanjian Kinerja Tahunan

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS 11

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
5. Terwujudnya Proses Peradilan Persentase Sisa Perkara Perdata yang 100
yang Pasti, Transparan, dan Diselesaikan
Akuntabel
Persentase Sisa Perkara Pidana yang 100
Diselesaikan
Persentase Perkara Perdata yang 87
Diselesaikan Tepat Waktu
Persentase perkara pidana yang diselesaikan 87
tepat waktu
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan 80
Upaya Hukum Banding
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan 80
Upaya Hukum Kasasi
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan 80
Upaya Hukum Peninjauan Kembali
Persentase Perkara Pidana Anak yang 10
Diselesaikan dengan Diversi
Index Kepuasan Pencari Keadilan 85
6. Peningkatan Efektivitas Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata 80
Pengelolaan Penyelesaian Perkara | yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana 80
yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu
Persentase Perkara yang Diselesaikan 15
Melalui Mediasi
Persentase Berkas Perkara yang 100
Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang
Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu
Persentase Putusan Perkara yang Menarik 90
Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses
Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah
Putus
7. Meningkatnya Akses Peradilan Persentase Perkara Prodeo yang 100
bagi Masyarakat Miskin dan Diselesaikan
Terpinggirkan
Persentase Perkara yang Diselesaikan di 10
Luar Gedung Pengadilan
Persentase Pencari Keadilan Golongan 80

10



Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

8. Meningkatnya Kepatuhan Persentase Putusan Perkara Perdata yang 10
terhadap Putusan Pengadilan Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
KEGIATAN ANGGARAN

1. Program dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas teknis lainnya
Mahkamah Agung

Rp. 3.769.656.000,-
(Tiga Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh

Sembilan Juta Enam Ratus Lima puluh
Enam Ribu Rupiah)

2. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung

Rp. 26.000.000
(Dua Puluh Enam Juta)

3. Program peningktan Manajemen
Peradilan Umum

130.120.000,-
(Seratus Tiga Puluh Juta Seratus Dua Puluh
Ribu Rupiah)

Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya,

H. MOCHAMAD HATTA, SH..MH
NIP. 19590511 198404 1 004

Ditetapkan di : PalangkaRaya

Pada Tanggal : 2 September 2019

Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh

CIPTO HOSARI P. NABABAN, SH..MH

NIP. 19800328 200312 1 001
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BAB 111

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

A. Capaian Kinerja Tahun 2019

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh tahun 2019

dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja masing-

masing indikator kinerja. Pengadilan Negeri Muara Teweh telah melakukan analisis dan

evaluasi atas capaian kinerja tahun 2019. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing

indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

No | Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian
(%)

1. | Terwujudnya
proses Peradilan
yang pasti,
transparan dan
akuntabel

j-

Persentase sisa perkara yang
diselesaikan Perdata

100 %

100 %

100 %

k.

Persentase sisa perkara yang
diselesaikan Pidana

100 %

100 %

100 %

Persentase perkara Perdata dan
Pidana yang diselesaikan tepat
waktu

87 %

100 %

115 %

.Persentase perkara Pidana yang

diselesaikan tepat waktu

87 %

100 %

115 %

. Persentase perkara yang tidak

mengajukan  upaya  hukum
Banding

80 %

99,78 %

125%

. Persentase perkara yang tidak

mengajukan  upaya  hukum
Kasasi

80 %

99,81 %

125%

. Persentase perkara yang tidak

mengajukan  upaya  hukum
Peninjauan Kembali

80 %

100 %

125%

. Persentase perkara pidana anak

yang  diselesaikan = dengan
Diversi

10 %

11,11 %

111 %

Index Kepuasan Pencari
Keadilan

85 %

100 %

104 %

2. | Peningkatan
efektivitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara

Persentase Salinan Putusan
Perkara Perdata yang dikirim
kepada Para Pihak tepat waktu

80 %

80 %

100 %

Persentase Salinan Putusan
Perkara Pidana yang dikirim
kepada Para Pihak tepat waktu

80 %

100 %

125 %

Persentase perkara yang
diselesaikan melalui Mediasi

15%

9,5 %

63,3 %

Persentase berkas perkara yang
diajukan banding, kasasi dan PK
yang di Ajukan Secara lengkap dan
tepat waktu

100 %

100 %

100 %

Persentase putusan perkara
yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat diakses
secara online dalam waktu 1

90 %

100 %

100 %

LKjIP Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas Il Tahun 2019
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hari setelah putus

3. | Meningkatnya

d. Persentase perkara prodeo yang

akses peradilan diselesaikan. 100 % - -
bagi masyarakat
miskin dan e. Persentase perkara yang
terpinggirkan diselesaikan  diluar gedung | 10% 100% | 100%
pengadilan
Persentase pencari keadilan
golongan tertentu yang 80 % 100 % 125 %
mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
4| Meningkatnya Persentase putusan perkara
kepatuhan perdata yang ditindaklanjuti
terhadap putusan (dieksekusi) 10 % 0% 0%
pengadilan
* Capaian: Realisasi X 100%
Target

1. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran

strategis :

Sasaran 1 :

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,

Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Muara Teweh

Kelas II dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini

terdiri dari 9 (sembilan) indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini :

Cava
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi a(l:)ZI)an
a. Persentase sisa perkara Perdata 100 % 0 0
yang diselesaikan o | 100% 100%
b. Persentase sisa perkara Pidana
100°© 0 o
yang diselesaikan 00% | 100 % 100 %
Terwujudnya c. Persentase k
_ . perkara Perdata 87 % 100 % 115 %
proses Peradilan yang Diselesaikan tepat waktu ° °
yang pasti, _
transparan dan d. Persentase perkara Pidana yang 87 % 100 % 115 %
akuntabel Diselesaikan tepat waktu
e. Persentase perkara yang tidak 30 % 0 0
mengajukan  upaya  hukum ° 99,78 % 125%
Banding
f. Persentase perkara yang tidak 80 % 0 0
mengajukan  upaya  hukum 0 99,81 % 125%
Kasasi

LKjIP Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas Il Tahun 2019
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g. Persentase perkara yang tidak 800 0 0
mengajukan  upaya  hukum % 100 % 125%
Peninjauan Kembali

h. Persentase perkara pidana anak
yang  diselesaikan  dengan 10 % 1111% | 111%
diversi

i. Index responden pencari g5 0 0 0
keadilan yang puas terhadap % | 100% 104 %
layanan peradilan

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

Indikator kinerjake 1:

Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan

- Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan adalah Jumlah sisa

perkara Perdata yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara Perdata yang

harus diselesaikan.

- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara

di tahun 2018

- Sisa perkara adalah jumlah beban perkara tahun sebelumnya yang belum

diputus.
Capaian (%)
Indikator Kinerja Target Realisasi
2019 2018 2017
Persen.tase si§a perkara 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
yang diselesaikan

Adanya sisa perkara umumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir

tahun belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban pada tahun

berikutnya.

Berdasarkan data dari aplikasi SIPP pada tahun 2019, jumlah sisa perkara perdata

tahun 2018 yang ditangani di Pengadilan Negeri Muara Teweh berjumlah 2 (dua)

perkara.
Sisa Tahun Diselesaikan Tahun 2019 yang Jumlah
Perkara Perdata Jumlah
2018 diregister Tahun 2018
Gugatan 2 2 2 2

Dari jumlah perkara sebagaimana tersebut pada tabel diatas, Pengadilan Negeri

Muara Teweh Kelas II telah menyelesaikan perkara tersebut pada tahun 2019 secara

keseluruhan. Adapun target penyelesaian presentase sisa perkara perdata yang

diselesaikan berjumlah 100%, realisasi sisa perkara pada tahun 2018 yang

LKjIP Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas Il Tahun 2019
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diselesaikan pada tahun 2019 yaitu sejumlah 100% sehingga capaian kinerja yaitu

100%.

Hal ini menunjukan bahwa Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas I telah mencapai

target untuk indikator presentase sisa perkara perdata.

Indikator Kinerja ke -2 :

Persentase Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan

- Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan adalah Jumlah sisa perkara

Pidana yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara Pidana yang harus

diselesaikan.

- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di

tahun 2018

- Sisa perkara adalah jumlah beban perkara tahun sebelumnya yang belum

diputus.

Capaian (%)
Indikator Kinerja Target | Realisasi
2019 2018 2017
Pgrsentase sis.a perk.ara 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Pidanayang diselesaikan

Adanya sisa perkara umumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun

belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya.

Berdasarkan data dari aplikasi SIPP pada tahun 2019, jumlah sisa perkara pidana tahun

2018 yang ditangani di Pengadilan Negeri Muara Teweh berjumlah 30 (tiga puluh) perkara.

Sisa Tahun Diselesaikan Tahun 2018 yang Jumlah
Perkara Pidana Jumlah
2018 diregister Tahun 2019
Pidana Biasa 30 30 30 30

Dari jumlah perkara sebagaimana tersebut pada tabel diatas, Pengadilan Negeri Muara

Teweh Kelas II telah menyelesaikan perkara tersebut pada tahun 2019 secara keseluruhan.

Adapun target penyelesaian presentase sisa perkara pidana yang diselesaikan berjumlah

100%, realisasi sisa perkara pada tahun 2018 yang diselesaikan pada tahun 2019 yaitu

sejumlah 100% sehingga capaian kinerja yaitu 100%.

Hal ini menunjukan bahwa Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas Il mencapai target untuk

indikator presentase sisa perkara perdata.

Indikator kinerja ke -3 :

Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu.
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- Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu Jumlah Perkara
Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu dengan Jumlah Perkara Perdata yang
diselesaikan.

- Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan
ketentuan jangka waktu penenganan perkara berdasarkan SK KMA Nomor
214/KMA/SK/XI1/2014 tanggal 30 Desember 2014, yaitu 250 hari kalender
terhitung mulai berkas diterima di Pengadilan Negeri Muara Teweh sampai

perkara tersebut diputus.

Capaian (%)
Indikator Kinerja Target Realisasi

2019 2018 2017

Persentase perkara
Perdata yang 87 % 100 % 115% 100% 87 %
diselesaikan tepat waktu

Berdasarkan data dari aplikasi SIPP, bahwa jumlah perkara perdata yang ditangani
oleh Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II sejumlah 40 (empat puluh) perkara dengan
rincian sebagai berikut :

e Sisa Perkara Perdata Gugatan tahun 2018 sejumlah 2 (dua) perkara.
e Perkara Perdata Gugatan sejumlah 21 (dua puluh satu) perkara.

e Perkara Permohonan sejumlah 16 (enam belas ) perkara.

e Perkara Gugatan Sederhana sejumlah 1 (satu) perkara.

Sedangkan untuk perkara yang Putus untuk tahun 2019 sebanyak 38 (tiga puluh
delapan) perkara dengan rincian sebagai berikut :

e Perkara Perdata Gugatan sejumlah 21 (dua puluh satu) perkara.
e Perkara Permohonan sejumlah 16 (enam belas ) perkara.
e Perkara Gugatan Sederhana sejumlah 1 (satu) perkara.

Beban perkara Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II sebanyak 40 (empat
puluh) perkara dan perkara yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 40 (empat puluh)
perkara. Adapun target penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu berjumlah
87% (delapan puluh tujuh) persen, realisasi sisa perkara tahun 2018 yang diselesaikan
pada tahun 2019 sejumlah 100% (seratus) persen. Sehingga capaian kinerja penyelesaian

perkara yang diselesaikan tepat waktu yaitu 115 % (seratus empat belas) persen.

Indikator kinerja ke -4 :
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Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu.

- Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu Jumlah Perkara

Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu dengan Jumlah Perkara Perdata yang

diselesaikan.

- Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan

ketentuan jangka waktu penenganan perkara berdasarkan SK KMA Nomor

214/KMA/SK/XI1/2014 tanggal 30 Desember 2014, yaitu 250 hari kalender

terhitung mulai berkas diterima di Pengadilan Negeri Muara Teweh sampai

perkara tersebut diputus.

Capaian (%)
Indikator Kinerja Target Realisasi
2019 2018 2017
Pfersenta_lse perkara yang 87 % 100% 115 % 100% 87 %
diselesaikan tepat waktu

Berdasarkan data dari aplikasi SIPP, bahwa jumlah perkara pidana yang ditangani

oleh Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II sejumlah 3161 (Tiga ribu seratus enam

puluh enam satu) perkara dengan rincian sebagai berikut :

Sisa Perkara Pidana Biasa tahun 2018 sejumlah 18 (delapan belas) perkara.
Perkara Pidana Biasa sejumlah 180 (seratus delapan puluh) perkara.

Perkara Pidana Singkat sejumlah 1 (satu) perkara.

Perkara Pidana Cepat sejumlah 3 (tiga) perkara.

Perkara Pidana Anak sejumlah 9 (Sembilan) perkara

Perkara Praperadilan sejumlah 0 atau nihil perkara.

Perkara Pelanggaran Lalu lintas sejumlah 2950 (dua ribu Sembilan ratus lima

puluh) perkara.

Sedangkan untuk perkara yang Putus untuk tahun 2019 sebanyak 3131 (tiga ribu

seratus tiga puluh satu) perkara dengan rincian sebagai berikut :

Perkara Pidana Biasa sejumlah 168 (seratus delapan puluh) perkara.

Perkara Pidana Singkat sejumlah 1 (satu) perkara.

Perkara Pidana Cepat sejumlah 3 (tiga) perkara.

Perkara Pidana Anak sejumlah 9 (Sembilan) perkara

Perkara Praperadilan sejumlah 0 atau nihil perkara.

Perkara Pelanggaran Lalu lintas sejumlah 2950 (dua ribu Sembilan ratus lima

puluh) perkara.

Beban perkara Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas Il sebanyak 3161 (Tiga ribu

seratus enam puluh enam satu) perkara dan perkara yang diselesaikan tepat waktu

sebanyak 3161 (Tiga ribu seratus enam puluh enam satu) perkara. Adapun target
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penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu berjumlah 87% (delapan puluh tujuh)
persen, realisasi sisa perkara tahun 2018 yang diselesaikan pada tahun 2019 sejumlah
100% (seratus) persen. Sehingga capaian kinerja penyelesaian perkara yang diselesaikan

tepat waktu yaitu 100% (seratus) persen.

Indikator Kinerja ke -5 :
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.
- Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding adalah
Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dengan
Jumlah Perkara Diputus.

- Indikator ini mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan

pengadilan.
Capaian (%)
Indikator Kinerja Target | Realisasi
2019 2018 2017
Persentase Perkara yang
tidak mengajukan upaya 80 % 99,78 % 125 % 100 % 90%
hukum Banding

Berdasarkan data dari aplikasi SIPP, untuk perkara yang putus pada Pengadilan
Negeri Muara Teweh kelas II untuk tahun 2019 sebanyak 3169 (tiga ribu seratus enam
puluh sembilan) perkara dengan rincian sebagai berikut :

e Perkara Pidana Biasa sejumlah 168 (seratus enam puluh delapan) perkara.

e Perkara Pidana Singkat sejumlah 1 (satu) perkara.

e Perkara Pidana Cepat sejumlah 3 (tiga) perkara.

e Perkara Pidana Anak sejumlah 9 (Sembilan) perkara

e Perkara Praperadilan sejumlah nihil perkara.

e Perkara Pelanggaran Lalu lintas sejumlah 2950 (dua ribu Sembilan ratus lima
puluh) perkara.

e Perkara Perdata Gugatan sejumlah 21 (dua puluh satu) perkara.

e Perkara Permohonan sejumlah 16 (enam belas ) perkara.

e Perkara Gugatan Sederhana sejumlah 1 (satu) perkara.

Sedangkan Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II tersebut adalah sebanyak 3162 (tiga ribu
seratus enam puluh dua) perkara.

Berdasarkan data diatas maka realisasi perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum
Banding mencapai 99,78 % sehingga capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Presentase

Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding sebesar 125 %.
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Dari tabel hasil capaian diatas menunjukan kepuasan para pencari keadilan terhadap hasil

putusan hakim pada Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas Il mengalami peningkatan dari

tahun-tahun sebelumnya.

Indikator kinerja ke -6 :

Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi.

Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi adalah Jumlah
Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dengan Jumlah
Perkara Diputus.

Indikator ini mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan

pengadilan.

Indikator Kinerja Target | Realisasi

Capaian (%)

2019 2018 2017

Persentase Perkara yang
tidak mengajukan upaya 80 % 99,81 % 125 % 100 % 90 %
hukum Kasasi

Berdasarkan data dari aplikasi SIPP, untuk perkara yang putus pada Pengadilan

Negeri Muara Teweh kelas II untuk tahun 2019 sebanyak 3169 (tiga ribu seratus enam

puluh sembilan) perkara dengan rincian sebagai berikut :

Perkara Pidana Biasa sejumlah 168 (seratus enam puluh delapan) perkara.
Perkara Pidana Singkat sejumlah 1 (satu) perkara.

Perkara Pidana Cepat sejumlah 3 (tiga) perkara.

Perkara Pidana Anak sejumlah 9 (Sembilan) perkara

Perkara Praperadilan sejumlah nihil perkara.

Perkara Pelanggaran Lalu lintas sejumlah 2950 (dua ribu Sembilan ratus lima
puluh) perkara.

Perkara Perdata Gugatan sejumlah 21 (dua puluh satu) perkara.

Perkara Permohonan sejumlah 16 (enam belas ) perkara.

Perkara Gugatan Sederhana sejumlah 1 (satu) perkara.

Sedangkan Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II tersebut adalah

sebanyak 3163 (tiga ribu seratus enam puluh tiga) perkara.

Berdasarkan data diatas maka realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum Kasasi mencapai 99,81 % sehingga capaian kinerja untuk Indikator Kinerja

Presentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi sebesar 125 %.
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Dari tabel hasil capaian diatas menunjukan kepuasan para pencari keadilan
terhadap hasil putusan hakim pada Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II mengalami

peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja ke -7 :
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Peninjauan Kembali.
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan
antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan
perkara

- Indikator ini mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Capaian (%)
Indikator Kinerja Target | Realisasi
2019 2018 2017
Persentase Perkara yang
tidak mengajukan upaya | g 100 % 125 % 100 % 90 %
hukum Peninjauan
Kembali

Berdasarkan data dari aplikasi SIPP, untuk perkara yang putus pada Pengadilan
Negeri Muara Teweh kelas II untuk tahun 2019 sebanyak 3169 (tiga ribu seratus enam
puluh sembilan) perkara dengan rincian sebagai berikut :

e Perkara Pidana Biasa sejumlah 168 (seratus enam puluh delapan) perkara.

e Perkara Pidana Singkat sejumlah 1 (satu) perkara.

e Perkara Pidana Cepat sejumlah 3 (tiga) perkara.

e Perkara Pidana Anak sejumlah 9 (Sembilan) perkara

e Perkara Praperadilan sejumlah nihil perkara.

e Perkara Pelanggaran Lalu lintas sejumlah 2950 (Dua ribu Sembilan ratus lima

puluh) perkara.

e Perkara Perdata Gugatan sejumlah 21 (dua puluh satu) perkara.

e Perkara Permohonan sejumlah 16 (enam belas ) perkara.

e Perkara Gugatan Sederhana sejumlah 1 (satu) perkara.
Sedangkan Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi terhadap putusan
Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II tersebut adalah sebanyak 3169 (tiga ribu seratus
enam puluh tiga) perkara.
Berdasarkan data diatas maka realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Kasasi mencapai 100 % sehingga capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Presentase
Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali sebesar 125 %.
Dari tabel hasil capaian diatas menunjukan kepuasan para pencari keadilan terhadap hasil
putusan hakim pada Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas Il mengalami peningkatan dari

tahun-tahun sebelumnya.
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Indikator kinerja ke -8 :
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.
Persentase perkara pidana melalui sistem peradilan anak adalah Jumlah perkara pidana

anak yang diselesaikan melalui diversi dengan jumlah perkara pidana anak.

Capaian (%)

Indikator Kinerja Target Realisasi
2019 2018 2017
Persentase perkara
pidana anak yang 10% 11,11% 111% - 99,

diselesaikan dengan
diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke
proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam pasal 1 angka 7 Undang-
undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak, diversi diberlakukan terhadap
anak yang telah berumur 12 tapi belum berumur 18 tahun tahun, atau telah berumur 12
meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak
pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun atau kepada anak
yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun
atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun
kombinasi (gabungan).

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya
kesepakatan diversi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum
acara peradilan pidana anak.

Berdasarkan data dari aplikasi SIPP, bahwa jumlah perkara pidana anak yang ditangani di
Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas Il pada tahun 2019 sejumlah 9 (Sembilan) perkara
dan Penyelesaian perkara Anak melalui Diversi ada 1 (satu) yaitu perkara No 9/Pid.Sus-
Anak/2019/PN Mtw. Hal ini menyebabkan Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas Il dapat

memenuhi target sasaran Indikator Kinerja karena realisasi dari indikator ini 11,11%.

Indikator kinerja ke -9 :
Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas

penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II.
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Capaian (%)
Indikator Kinerja Target Realisasi
2019 2018 2017
Indeks responden
pencari keadilan yang 85 % 100 % 104 % 90 % 72 %
puas terhadap layanan
peradilan

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan diukur
berdasarkan Peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi
Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggara Pelayanan Publik.
Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Muara Teweh melakukan survey terhadap Pencari
Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan melalui kuesioner yang dilakukan oleh
Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas Il terhadap para Pencari Keadilan dengan ruang
lingkup sebagai berikut :

1. Prosedur layanan

2. Waktu pelayanan

3. Biaya / tarif layanan

4. Perilaku pelaksanaan pelayanan

5. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.
Terhadap ruang lingkup tersebut diberikan penilaian dengan kategori sebagai berikut :

a. 77-100 = Sangat baik

b. 50-69,99 =Baik

c. 25-4999  =Kurang baik

d. 0-24,99 = Tidak baik.
Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas Il adalah
angka ini memenuhi ketentuan minimal yang telah ditentukan di dalam Peraturan
Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun
2016 yaitu Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Negeri
Muara Teweh Kelas II adalah 89 (sangat baik), sehingga dapat disimpulkan masyarakat

puas terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II.

b4 Sasaran 2

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara
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Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Muara Teweh
Kelas II dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini

terdiri dari 5 (lima) indikator, sebagaimana digambarkan sebagai berikut :

Capaian

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi (%)

a. Persentase Salinan Putusan
Perkara Perdata yang dikirim
kepada para pihak tepat waktu

b. Persentase Salinan Putusan
Perkara Pidana yang dikirim
kepada para pihak tepat waktu

80 % 80 % 100 %

80 % 100 % 125 %

Peningkatan c. Persentase  Perkara yang| 15% 95% | 63,3%
efektivitas diselesaikan melalui Mediasi
pengelolaan d. Persentase berkas perkara
enyelesaian yang dimohonkan Banding,
gerli,ara Kasasi dan PK yang Diajukan 100% | 100% | 100%
secara lengkap dan tepat
waktu

e. Persentase putusan perkara
yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat diakses
secara online dalam waktu 1
hari setelah putus

90 % 100 % 100 %

Indikator kinerja ke -1:
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat

waktu.

Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
adalah Jumlah Salinan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

dengan jumlah Perkara Perdata yang diputus.

Capaian (%)
Indikator Kinerja Target Realisasi
2019 2018 2017
Persentase Salinan
Putusa.n .Pferkara Perdata 80 % 80 % 100 % 100 % 100 %
yang dikirim kepada Para
pihak tepat waktu

Pada tahun 2019, jumlah perkara Perdata yang putus di Pengadilan Negeri Muara Teweh
Kelas Il yang harus dikirim Salinan Putusan kepada para pihak tepat waktu yaitu 38 (tiga
puluh delapan) perkara dengan rincian sebagai berikut :

e Perkara Perdata Gugatan sejumlah 21 (dua puluh satu) perkara.

e Perkara Permohonan sejumlah 16 (enam belas) perkara.

e Perkara Gugatan Sederhana sejumlah 1 (satu) perkara.
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Berdasarkan data dari Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas
II, bahwa tidak semua Putusan seluruhnya telah diserahkan / disampaikan kepada para
pihak tepat waktu. Hal ini dikarenakan Salinan Putusan Perkara Perdata diberikan sesuai
dengan permintaan Para Pihak hingga dapat dikatakan dari jumlah perkara Perdata yang
putus sebanyak 38 Perkara hanya 80% yang mengambil Salinan Putusan tersebut sehingga
capaian untuk Indikator Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada
Para pihak tepat waktu yaitu 100 %.

Indikator ini bisa diukur dengan pencatatan ekspedisi dan tanda terima dari penerima
serta relaas pengiriman isi putusan oleh juru sita.

Indikator Kinerja ke -2 :

Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat

waktu.

Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
adalah Jumlah Salinan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan

jumlah Perkara Pidana yang diputus.

Capaian (%)

Indikator Kinerja Target Realisasi
2019 2018 2017
Persentase Salinan
Putusa.n Pgrkara Pidana 80 % 100 % 125 % 100 % 100 %
yang dikirim kepada Para
pihak tepat waktu

Pada tahun 2019, jumlah perkara Perdata yang putus di Pengadilan Negeri Muara Teweh
Kelas II yang harus dikirim Salinan Putusan kepada para pihak tepat waktu yaitu 181
(seratus delapan puluh satu) perkara dengan rincian sebagai berikut :

e Perkara Pidana Biasa sejumlah 168 (seratus enam puluh delapan) perkara.

e Perkara Pidana Singkat sejumlah 1 (satu) perkara.

e Perkara Pidana Cepat sejumlah 3 (tiga) perkara.

e Perkara Pidana Anak sejumlah 9 (Sembilan) perkara

e Perkara Praperadilan sejumlah nihil perkara.
.Berdasarkan data dari Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II,
bahwa semua Putusan seluruhnya telah diserahkan / disampaikan kepada para pihak tepat
waktu sehingga berdasarkan realisasi tersebut maka capaian Pengadilan Negeri Muara
Teweh Kelas II untuk indicator Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim
kepada Para pihak tepat waktu mencapai 125 %. Indikator ini bisa diukur dengan
pencatatan ekspedisi dan tanda terima dari penerima serta relaas pengiriman isi putusan

oleh juru sita.
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Indikator kinerja ke -3 :

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah Jumlah Perkara yang

diselesaikan melalui Mediasi dengan Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi.

Capaian (%)
Indikator Kinerja Target Realisasi

2019 2018 2017

Persentase perkara
yang diselesaikan 15 % 9,5% 63,33% 10 % 10 %
melalui mediasi

Berdasarkan data dari aplikasi SIPP, bahwa perkara perdata gugatan yang masuk di
Pengadilan Negeri Muara Teweh seluruhnya berjumlah 21 (dua puluh satu) perkara. Dari
jumlah perkara perdata yang masuk diatas semua perkara dilakukan mediasi pada tahun
2019 namun hanya ada 2 (dua) perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Data
perkara yang diselesaikan melalui mediasi yaitu perkara No. 13/Pdt.G/2019/PN Mtw dan
No. 10/Pdt.G/2019/PN Mtw. Sehingga realisasi kinerja untuk indikator kinerja ini yaitu
9,5%. Dengan target untuk kinerja ini yang ditentukan sejumlah 15%, maka capaian kinerja
untuk Indikator Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah 63,33%.
Perkara yang diselesaikan secara mediasi pada Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah
perkara perdata (perkara gugatan), untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi,
Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016
tentang Prosesur Mediasi di Pengadilan.

Beberapa hal yang diatur dalam Perma Mediasi ini adalah mengenai ketentuan mediasi ini
adalah dijalankan dengan iktikad baik. Jika penggugat tidak beritikad baik dalam mediasi,
maka perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Sedangkan jika
tergugat yang tidak beriktikad baik, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya mediasi.
Selain itu, aturan lainnya adalah mengenai kesepakatan sebagian yang dianggap sebagai
keberhasilan mediasi. Jangka waktu pelaksanaan mediasi ditentukan menjadi 30 hari dan
dapat diperpanjang sesuai kesepakatan sampai 30 hari berikutnya. Dalam Perma Nomor 1
Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosesur Mediasi di Pengadilan untuk
mediator mediasi dapat melibatkan tokoh masyarakat dan kemungkinan pejabat
pengadilan non-hakim.

Perma ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat
melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang

saling menguntungkan kedua belah pihak mediasi di Pengadilan.
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Indikator Kkinerja ke -4:

Persentase berkas perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan
Kembali yang Diajukan secara Lengkap dan Tepat Wakti.

Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali
yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu adalah Jumlah Berkas Perkara yang
Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara Lengkap dan Tepat Waktu
dengan Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK.

Capaian (%)
Indikator Kinerja Target Realisasi

2019 2018 2017

Persentase Berkas
Perkara yang
Dimohonkan Banding,
Kasasi dan Peninjauan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Kembali yang Diajukan
secara lengkap dan tepat
waktu

Berdasarkan data dari aplikasi SIPP Perkara di Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II
perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali pada
Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas Il berjumlah 13 (tiga belas) perkara dengan rincian

sebagai berikut :

UPAYA HUKUM BANDING KASASI PK
PERDATA 1 Perkara 2 -
PIDANA 6 4 -

Dari semua Perkara yang mengajukan Upaya Hukum tersebut baik Banding, Kasasi dan
Peninjauan Kembali semua berkas perkaranya dikirimkan secara lengkap dan tepat waktu.
Sehingga realisasi dari target untuk Indikator Persentase Berkas Perkara yang diajukan
Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu terpenuhi 100%.
Dengan demikian maka capaian kinerja untuk Indikator

Seluruh berkas perkara Pengadilan Negeri Muara Teweh yang diajukan upaya hukum
Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada tahun 2019 sudah dilakukan secara lengkap

dan pengiriman tepat waktu.

Indikator Kinerja ke -4:

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses
secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.
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Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online
dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah perbandingan dari jumlah putusan perkara tipikor yang

diupload dalam website dengan jumlah perkara tipikor yang diputus.

Dalam hal ini Pengadilan Negeri Kelas tidak dapat menyajikan data sesuai dengan indikator
tersebut dikarenakan Pengadilan Negeri Muara Teweh tidak berwenang dalam mengadili perkara
korupsi. Akan tetapi semua perkara yang diputus dan semua Amar Putusan perkara langsung
diupload dalam Sistem Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Muara Teweh dan selalu di
sinkronisasi pada sipp.pn-muarateweh.go.id dan dapat langsung diakses melalui website

Pengadilan Negeri Muara Teweh www.pn-muarateweh.go.id :

Sasaran 3 :

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat
Miskin dan Terpinggirkan

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan Pengadilan Negeri Muara Teweh
telah berupaya untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari

keadilan melalui indikator-indikator dibawah ini :

Realisa | Capaian

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target si (%)

a. Persentase perkara prodeo yang | 100 % - -

. diselesaikan
Menlngkatnya b. Persentase perkara yang
akse_:s peradilan diselesaikan di luar gedung 10% | 100% | 100%
ba'gl masyarakat pengadilan
mls}fm d.am c. Persentase pencari Kkeadilan
terpinggirkan

golongan tertentu yang | 80 % | 100% | 125%
mendapat Layanan Bantuan

Hukum (Posbakum)

Indikator Kinerja ke -1 :

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo adalah
perbandingan antara jumlah prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.
Indikator ini untuk mendukung kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam
memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu
berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 penerima layanan pembebasan biaya perkara
adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan
dibuktikan dengan dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Pencapaian realisasi untuk Indikator Kerja Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
tidak dapat tercapai dikarenakan selama tahun 2019 Pengadilan Negeri Muara Teweh

Kelas Il tidak ada menerima perkara prodeo.
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Capaian (%)

Indikator Kinerja Target Realisasi
2019 2018 2017
Persentase Peljkara ‘ 100 % 0% 0% 0% 0%
Prodeo yang diselesaikan

Berdasarkan data dari aplikasi SIPP, bahwa perkara perdata yang masuk di Pengadilan
Negeri Muara Teweh Kelas II seluruhnya sejumlah 38 (Tiga puluh delapan ) perkara.

Dari jumlah perkara perdata yang masuk diatas pada Tahun 2019 namun tidak ada satu
perkara pun yang dimohonkan sebagai perkara prodeo. Sehingga capaian kinerja untuk
indikator ini yaitu 0%, hal itu disebabkan oleh tidak tersedianya anggaran yang diberikan
pada tahun 2019 untuk melaksanakan perkara prodeo.

Indikator Kkinerja ke -2 :

Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.

Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan/zitting plaats adalah
perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan
jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam memberikan
kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik

maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Capaian (%)
Indikator Kinerja Target Realisasi

2019 2018 2017

Persentase perkara yang
diselesaikan diluar 10 % 100 % 100 % 100 % 100 %
gedung pengadilan

Pada tahun 2019 indikator kinerja perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung
pengadilan capaian kinerjanya 100%. Pada indikator perkara yang diselesaikan melalui
sidang diluar gedung Pengadilan Negeri Muara Teweh terdiri dari perkara tilang untuk
lokasi kabupaten Murung Raya. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar
gedung pengadilan sebanyak 45 perkara dari jumlah 45 perkara, sehingga semuanya dapat

diselesaikan sehingga realisasi 100%.

Indikator kinerja ke -3 :

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum).
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Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum
adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan

layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Capaian (%)

Indikator Kinerja Target Realisasi
2019 2018 2017
Persentase pencari
keadilan golongan
tertentu yang 80 % 100 % 125 % 71 % 100 %

mendapat Layanan
Bantuan Hukum
(Posbakum)

Pada tahun 2019 data layanan Posbakum pada Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah
sebanyak 41 layanan, dan dari semua pencari keadilan golongan tertentu yang mendatangi
Posbakum Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas Il diberikan bantuan layanan hukum
sehingga realisasi dari Indikator Presentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah 125 %.

Posbakum di Pengadilan memberi manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan
terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat
memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta
pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses

penyelesaian perkara di pengadilan.

Sasaran 4 :

Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap
Putusan Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang
dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan
salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap

putusan pengadilan semakin tinggi.

Capaian

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi (%)
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_ Persentase putusan perkara
Meningkatnya perdata yang ditindaklanjuti
kepatuhan (dieksekusi) 10 % 0% 0%
terhadap putusan
pengadilan

Indikator Kkinerja : Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti
(dieksekusi).

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah
perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan
perkara perdata yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan dimohonkan untuk
ditindaklanjuti (Dieksekusi).

Capaian (%)

Indikator Kinerja Target Realisasi
2019 2018 2017
Persentase Putusan
Perkara Perdata yang o o 0 o o
Ditindaklanjuti 10 % 0% 0% 0% 86%
(Dieksekusi)

Berdasarkan data pada aplikasi SIPP Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II, pada tahun
2019 jumlah putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap sebesar 38
(Tiga puluh delapan ) perkara namun tidak ada yang mengajukan permohonan Eksekusi
sehingga realisasi Kinerja untuk Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata

yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) menjadi nihil atau 0%.

B. Realisasi Anggaran

Pengelolaan keuangan Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas Il pada tahun 2019 dapat
dilihat pada rincian sebagai berikut :

KEGIATAN ANGGARAN

4. Program dukungan Manajemen dan | Rp. 3.696.322.000,-
Pelaksanaan Tugas teknis lainnya | (Tiga Milyar enam ratus sembilan puluh
Mahkamah Agung enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu
Rupiah)
5. Program Peningkatan Sarana dan | Rp. 52.000.000
Prasarana Aparatur Mahkamah | (Lima puluh dua juta rupiah )

Agung
6. Program peningktan Manajemen | 130.120.000,-
Peradilan Umum (Seratus Tiga Puluh Juta Seratus Dua Puluh

Ribu Rupiah)

Revisi Anggaran Tahun 2019 DIPA (01) Badan Urusan Administrasi
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NO REVISI TANGGAL JENIS REVISI ALASAN REVISI
1 2 3 4 5
1 | Revisi DIPA | Tanggal 29 Ralat kode lokasi dalam
ke 1 Maret 2019 1 Wilayah Kanwil
Ralat rencana penarikan
dana (Hal III DIPA)
2 | Revisi DIPA | Tanggal 29 Tambahan langganan
ke 2 Mei 2019 iternet (BA.BUN)
Pengadaan Laptop SIPP
Hakim 2 Unit
3 | Revisi DIPA | Tanggal 18 Pergeseran dalam 1 | e Pergeseran anggaran dalam
ke 3 Juli 2019 keluaran, 1 kegiatan, 1 | rangka memenuhikebutuhan
Satker . biaya Operasional
Ralat rencana penarikan | ° Sebagai antisipasi terhadap
dana dan penerimaan perubahan kondisi dan
halaman (Hal III DIPA) kebutuhan, mempercepat
pencapaian kinerja
Kementerian/Lembaga dan
optimalisasi pengguna
anggaran belanja.

» Pemutahiran data DIPA kerana
revisa POK yang menjadi
kewenangan KPA

« Ralat rencana penarikan dana
dan penerimaan halaman (Hal
[11 DIPA)

4 | Revisi DIPA | Tanggal 04 Pergeseran dalam 1 |¢ Pergeseran anggaran dalam
ke 4 September keluaran, 1 kegiatan, 1 rangka memenuhi kebutuhan
2019 Satker. biaya Operasional
Ralat rencana penarikan |e Sebagai antisipasi terhadap
dana dan penerimaan perubahan kondisi dan
halaman (Hal III DIPA) kebutuhan, mempercepat
pencapaian kinerja
Kementerian/Lembaga dan
optimalisasi pengguna
anggaran belanja.

e Pemutahiran data DIPA kerana
revisa POK yang menjadi
kewenangan KPA

e Ralat rencana penarikan dana
dan penerimaan halaman (Hal
[11 DIPA)

5 | Revisi DIPA | Tanggal 17 Ralat rencana penarikan |e Pergeseran anggaran dalam
ke 5 September dana (Hal I1I DIPA) rangka memenuhi kebutuhan
2019 Revisi POK

biaya Operasional

Sebagai antisipasi terhadap
perubahan kondisi dan
kebutuhan, mempercepat
pencapaian kinerja
Kementerian/Lembaga dan
optimalisasi pengguna
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anggaran belanja.
Pemutahiran data DIPA kerana
revisa POK yang menjadi
kewenangan KPA

Ralat rencana penarikan dana
dan penerimaan halaman (Hal
I11 DIPA)

Revisi DIPA
ke 6

Tanggal 17
Oktober
2019

Ralat rencana penarikan
dana (Hal III DIPA)
Revisi POK

Pergeseran anggaran dalam
rangka memenuhi kebutuhan
biaya Operasional

Sebagai antisipasi terhadap
perubahan kondisi dan
kebutuhan, mempercepat
pencapaian kinerja
Kementerian/Lembaga dan
optimalisasi pengguna
anggaran belanja.
Pemutahiran data DIPA kerana
revisa POK yang menjadi
kewenangan KPA

Ralat rencana penarikan dana
dan penerimaan halaman (Hal
I11 DIPA)

Revisi DIPA
ke 7

Tanggal 05
Nopember
2019

Eselon 1 Pagu Minus

Revisi Anggaran Tahun 2019 DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum
NO REVISI TANGGAL JENIS REVISI ALASAN REVISI
1 2 3 4 5
1 Revisi DIPA ke | Tanggal 29 Maret Ralat kode lokasi
1 2019 dalam
Ralat rencana
penarikan dana
(Hal IIT DIPA)
2 Revisi DIPA ke | Tanggal 28 Juni Karena Kesalahan |e Pergeseran anggaran
2 2019 Administrasi dalam rangka
Ralat rencana memenuhi kebutuhan
penarikan  dana biaya Operasional
dan penerimaan |® Sebagai antisipasi

halaman (Hal III
DIPA)

terhadap perubahan
kondisi dan
kebutuhan,
mempercepat
pencapaian kinerja
Kementerian/Lembag
a dan optimalisasi
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pengguna anggaran
belanja.

e Pemutahiran data
DIPA kerana revisa
POK yang menjadi
kewenangan KPA

e Ralatrencana
penarikan dana dan
penerimaan halaman

(Hal IIT DIPA)
3 | Revisi DIPA ke | Tanggal 28 Juni e Administrasi e Pergeseran anggaran
3 2019 e Ralat rencana dalam rangka
penarikan  dana memenuhi kebutuhan
dan penerimaan biaya Operasional
halaman (Hal III |e Sebagai antisipasi
DIPA) terhadap perubahan
kondisi dan
kebutuhan,
mempercepat
pencapaian kinerja
Kementerian/Lembag

a dan optimalisasi
pengguna anggaran
belanja.

e Ralatrencana
penarikan dana dan
penerimaan halaman
(Hal III DIPA)

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II mendapat penambahan
anggaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Tambahan langganan internet (BA.BUN) : Rp. 68.800.000,-
2. Pengadaan Laptop SIPP Hakim 2 Unit : Rp. 26.000.000,-

Untuk realisasi anggaran Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II tahun 2019 adalah
sebagai berikut :

Realisasi Anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

- Pagu Rp. 3.696.322.000,-
- Realisasi Rp. 3.658.394.490,-
- Persentase (98.97%)

- Sisa Rp. 37.927.510,-

Sisa anggaran tahun 2019 untuk Anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar Rp.
37.927.510,- (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah)

dengan rincian sepbagai berikut :

Belanja Pegawai :  Rp.29.066.604,-
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Belanja Barang : Rp.5.349.491,-

Belanja Jasa :  Rp.3.227.381,-

Belanja Pemeliharaan : Rp.87.109,-

Belanja Perjalanan Dinas:  Rp. 246.925,-

Sisa anggaran tersebut dikembalikan kepada negara.

Realisasi Anggaran DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

- Pagu Rp. 130.120.000,-
- Realisas Rp. 128.344.310,-
- Persentase (98.64%)

- Sisa Rp. 1.775.690,-

Sisa anggaran tahun 2019 untuk Anggaran DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum sebesar Rp. 1.775.690,- (Satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan
puluh rupiah) dengan rincian sepbagai berikut :

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat : Rp.375.600,-

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota :  Rp. 1.400.000,-

Sisa anggaran tersebut dikembalikan kepada negara.

Perbandingan realisasi anggaran Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tahun 2017, 2018

dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Capaian (%)
Indikator Kinerja

2019 2018 2017

Realisasi Anggaran
DIPA (01) Badan Urusan 98,97 % 98,78 % 93,09 %

Administrasi

Realisasi Anggaran

DIPA (03) Direktorat| 98.64% | 9524% | 99,03 %
Jenderal Badan

Peradilan Umum
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II

Tahun 2019, merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat

dipertanggung jawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II telah

dapat memenuhi target sesuai rencana jinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang

belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2019.

Adapun Keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di

Pengadilan Negeri Muara Teweh kelas Il pada Tahun 2019 di uraikan sebagai berikut:

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah

tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan

tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan

didukung oleh susasana jerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan

Pencapaian Kinerja di Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II pada tahun 2019
adalah:

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi
telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum
memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
Penyelesian Perkara pada tahun 2019 pada prinsipnya telah berjalan dengan
baik. Penyelesaian sisa perkara belum mencapai target, selanjutnya akan
diselesaikan seluruhnya ditahun 2019 untuk dapat memenubhi target.
Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Muara Teweh
Kelas II Tahun 2019 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah
mencapai target.

Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang
berkualitas sudah tercapai

Proses Penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan
aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan sudah memenuhi target.

Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap putusan Pengadilan
sudah terlaksana sebagaian, walaupun belum memnuhi target yang

ditetapkan.
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2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya

ditemui sejumlah kendala atau hambatan Proses Pelaksanaannya. Hal tersebut wajar

apabila kendala atau hambatan tersebut langsung dapat langsung dicari jalan keluar atau

solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemuai di Pengadilan Negeri Muara teweh kelas II

diantaranya.

1.

Sulitnya para pihak untuk berdamai, karena itu jumlah pencapaian mediasi
yang menghadilkan akta perdamaian sulit dicapai

Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Desember cukup banyak dan
menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan. Hal ini
dapat disebabkan penyelesaian yang cukup lama,

Kesulitan Menginput data amar putusan yang manarik perhatian dalam waktu
1 (satu) hari setelah diputus, karena tidak ada data amar putusan yang
dimasukan oleh Panitera Pengganti ke dalam Website.

Kurangnya sumber daya manusia yang memahami dan menguasai teknologi
informasi

Selain itu pada tahun 2019, sering terdapat pemadaman listrik yang sangat
menggangu kegiatan operasional persidangan/ perkantoran

Pelaksanaan eksekusi yang tidak terlaksana dikarenakan para pihak yang
memohon pelaksanaan eksekusi justu tidak siap dengan pelaksanaan
dilapangan. Adanya upaya hukum berupa gugatan yang baru, peninjauan
kembali, bahkan adanya perlawanan dari pihak termohon eksekusi ataupun

pihak ketiga.

3. Pemecahan Masalah

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara:

1. Sulitnya para pihak untuk berdamai, karena itu jumlah pencapaian mediasi
yang menghasilkan akta perdamaian sulit dicapai, oleh karena itu perlunya
memperbanyak penyuluhan hukum dimasyarakat untuk mengurangi
masalah-masalah hukum.

2. Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Desember cukup banyak dan
menghambat pencapaian target penyelesaian paerkara tahun berjalan. Hal
ini dapat disebabkan penyelesian yang cukup lama, oleh karena itu di
Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II telah dibentuk Tim Penuntasan/
Pengikisan Perkara yang dibentuk untuk mempercepat penyelesaian
perkara, baik yang masuk dibulan Desember ataupun bulan-bulan

sebelumnya.
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3. Kesulitan menginput data amar putusan yang menarik perhatian dalam
waktu 1 (satu) hari setelah diputus, karena tidak ada data amar putusan yang
diberikan kepada petugas IT untuk dimasukkan ke dalam website, oleh
karena itu perlunya kerja sama antara Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
bersama bagian TI untuk dapat menginput amar putusan yang menarik
perhatian.

4. Kurangnya sumber daya manusia yang memahami dan menguasai teknologi
informasi, oleh karena itu pelatihan-pelatihan teknologi informasi perlu
ditingkatkan Khususnya untuk bagi tenaga teknis.

5. Selain itu pada tahun 2019, sering terdapat pemadaman listrik yang sangat
menggangu Kkegiatan operasional persidangan/perkantoran. Mengatasi
masalah mengenai jadwal-jadwal persidangan yang menarik perhatian.

6. Pelaksanaan eksekusi yang justru tidak terlaksana dikarenakan para pihak
yang memohon pelaksanaan eksekusi justru tidak siap dengan pelaksanaan
di lapangan oleh karena itu pada saat pemohon eksekusi mengajukan
permohonan, dinyatakan keseriusan untuk permohonan eksekusi yang
diajukan.

B. Saran-saran
Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka telah dicarikan jalan keluar
atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk
mengatasi Kendala atau hambatan seperti tersebut diatas pada pemecahan
masalah di atas juga, kiranya Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II, di
berikan tambahan tenaga yang mumpuni, muda dan produktif baik untuk

tenaga kesekretariatan maupun tenaga kepaniteraan.
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